Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KOTAMADYA DARRAH TINGRAT TI
MOJOKERT

PERATURAN DAFRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT MOJOKERTO

NOMOR 11 TAHUN 1993
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMKDYA DAERAH
TINGKAT Il MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG
KARTU TERNAK DAN JUAL BELI TERNAK
DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

: bahwa berhubung ketentuan besarnya pungutan tarif retribusi pem-

berian Kartu Ternak dan Surat Keterangan Jusl Bell Ternak seba-
gaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotanadya Daeral Tingkat
I1 Mojokerto Nowor 8 tahun 1978, yang Lelah diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Mojokerto
MNomor 19 tahun 1586 sudah tidak sesuai layl dengan perkembangan
keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan peruba-
han dengan menuangkah ketentuan perubahan dinmaksud dalam suatu
Peraturan Daerah. .

: 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentany Pokok-pokok Peme-

rintahan di Daerah ;

2. Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 tentany Pembentukan
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa. Tiwur/Java
Tengah/Jawa Barat ;

. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1557 tentany Peraturan Umun
Retribusi Daerah ;

o)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerte ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentany
Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988 tentang
Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawali Negeri Sipil 4i
Lingkungan Pemerintah Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Mojokerto Nomor
3 tahun 1978 tentang Xartu Ternak dan Jual Bell Ternak
juncto Nomor & tahwn 1982 dan Nowmor 10 tahun 1986 ;

8. Peraturan Daexah Kotamadya Daervah Tingkat II Mojokerto Nomor
1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawal Negeri Sipii di Ling-
kungan Pemer intah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokertla.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat TI

Mojokerto ;

Menetapkan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PER -

UBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG KARTU TERNAK DAN JUAL BELI
TERNAK .

Pasal I
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Fasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IT Mojokerto Nomor 8
tahun 1978 tentang Kartu Ternak dan Jual Bell Ternak  yang
telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Desember 1978 Nomor HK /505/78
dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto Nomor 1/B tahun 1978 Seri B tanggal 19 Januari 1973
telal: diubah dengan Peraturan Daerah Kotanadya Daerah Tingkat I1
Mojokerto

a. Nomor 8 tahun 1982 tentang Perubahan Pertana Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat I Mojokerle Womwr & tahun 1578
tentany Kartu ternak dan Jual Beli Ternak vang telah disahkan
dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa
Timor tanggal Nomor 19/P tahun 1983 tanggal 31 Januari 1983
dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Mojokertv Nomor 3/B tahun 1983 Seri B tanggal 18
Pebruari 1983 ;

b. Nomor 10 tahun 1986 tentany Perubahan Kedud Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat IT Mojokerto Nomor 8 tahun 1978
tentang Kartu ternak dan Jual Beli Ternak yang telah disahkan
dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerai Tingkat I Jawa
Timur tanggal Nomor 315/P tahun 1987 dan diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerto Nomor

© 1/B tahun 1988 Seri B tanggal 1& Januari 1988, diubah lagi
sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2}, diubah dan harus dibaca :

{1) Untuk mendapatkan Kartu ternak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, yany bersangkutan
dikenakan retribusi sebagal berikut :

a. untuk ternak besar, sebesar Rp. 800,00 (delapan ra-
tus rupiah) ;

b. untuk ternak kecil, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus
lima puluh rupiah).

(2} Terhadap penberian Suralt Keterangan Jual Bell Ternak
sebayaimana dinaksud dalam Pasal 4 ayab (2) Peraturan
Daerah ini, pembeli dikenakan retribusi sebagal be -

berikut :
a. untuk ternak besar, sebesar Rp. 500,00 {lima ratus
rupiah) ;

b. untuk ternak kecil, sebesal'Rp. 250,00 {dua ratus
lima puluh rupiahj.

B. BAB ¥V dan Pasal 6, diubah dan harus dibaca sebagal berikut :

Pasal &

{1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Per-
aturan Daerah ini, diancam dengan pidana  kurungan
seiama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyak-
nya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah} ;

(2} Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, adalah pelanggaran.

C. Setelah Pasal & ditambahkan Pasal 64
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(1)

{2)

(2)

kan.

Pasal bA
Selain oleh -Pelabat Penyidik Utama, penyidikan atas
‘pelanggaran tindak pigana sebagalmana ditetapkan dalam
Pasal b DPeraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil 4i Lingkunyan Pemerintan Kotamadya
Daerah Tingkat Il Mojokerto yang pengangkatannya ditetap-
kan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang
berlaku ;
Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
a. Mernerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
adanya tindak pidana ;
b. Melakukan tindakan pertana pada saat ite di tempat
kejadian dan melakukan pemeriksazn ;
¢. Menyuruh berhenti tersangka dan nemeriksa tanda penue-
nal dirl tersangka ;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau sural ;
e. Mengambil sidik jari atau nemokret sesecrany ;

f. Memanygil seseorang - untuk didengar dan diperiksa
sebagal -tersangka atau saksi ;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubu-~
ngannya dengan pemeriksaan perkara ;

h. Menghentikan penyidikan setelan mendapat petunjuk dari
penyidik Umum babwa tidak terdapat cukup bukti atau
peristiwa tersebut bukan perupakan Lindak pidana dan
selanjutnya melalui Penyidik Umum member itahukan hal
tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluar-
ganya ;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

Pejabal. Penyidik Pegawai WNegerid Sipil, wmembuat berita
acara setiap tindakan tentang :

a. pemeriksaan tersangka ;

b. pemasukan rumah ;

c. penyitaan benda ;

d. peweriksaan suxat ;

e. pemeriksaan saksl ;

f£. pemriksaan ditempat kejadian dan wenglrimkan kepada

DOLRI denyan tembusan kepada KEJAKSAAN.
Pasal I

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundang-
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Agar supaya seliap orang dapai nengetahul, nemerisgtahran
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerta.

_r

Mojokerto,. 26 Juni 1993
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ~*°  WALIKOTAMADYA KEPALA DARRAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO MOJOKERTD
Ketua,
Cap. ttd. ‘ Cap. ttd.
R. SOEHADI WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubexrnur Kepala Daerah Tingkal I Jawa Timur
tanggal 11 Desember 1953 Nomor 436/P tahun 1893.

An. GUBERNUR KEPALA DAFRAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daervzh
(Bidang Pemer intahan)

Cab. ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 Bi9

Diundangkan dalam Lembaran Merah Kotamadya Daerah Tingkat II Moljokerto
Nemor 2/B tahun 1994 Seri B pada tanggal 11 Januari 1994.

Ari, WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKXKERTO
Sekretaris Kelamadya Daerah

Caby. tid.
Brs., BO T MIT N

Pemblina
NIP. 010 045 241
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PENJELASASN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 MOJOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 1993
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR & TAHUN 1978 TENTANG
KARTU TERNAK DAN JUAL BELI TERNAK

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraluran Daerah ini menyalur  Lentanyg perubahan
pungutan tarii retribusi Kartu Ternok dan Jual Bell Teridak Lersebat  dalam
Peraturan Daerah Kotamadya Daerab Tingkat il Mojokerto Nomor 8 tahun 1578,
yang telah diwbah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerall Tingkatb
IT Mojekerie Womor 10 fahon 1586 ternyata sudah Lidak sesuai lagi denyan
keadaan dewasa ini, maka dipandany perliu untuk  diadakan  perobelian denyan
meruangkan perubahan dimaksud dalam suatu Peraburan Dacrall ind,

I1I. PENJELASAN PASAL, DEMI PASAL
Pasal I dan Pasal 11 : Cukup jelas,

—QuG0G=,

Perda/11/19983/ Hai &



